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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TERKAIT
KEGIATAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian
berusaha, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara, perlu melakukan penyederhanaan
terhadap beberapa peraturan perundangan-undangan di
bidang mineral dan batubara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral dan Keputusan Menteri Pertambangan dan

Energi Terkait Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Menetapkan

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN KEPUTUSAN
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TERKAIT
KEGIATAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
2555.K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksana Inspeksi
Tambang Bidang Pertambangan Umum,;

2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
103.K/008/M.PE/1994 tentang Pengawasan atas
Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan
Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang
Pertambangan dan Energi;

3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
620.K/008/M.PE/ 1994 tentang Komisi Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Pusat Departemen Pertambangan

dan Energi;
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4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
2202.K/201/M.PE/1994 tentang Pemberian Surat Izin
Penyelidikan Pendahuluan dalam Rangka Penanaman
Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) di Bidang Pertambangan Umum;

5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
134.K/201/M.PE/1996 tentang Penggunaan Peta,
Penjelasan  Batas dan Luas Wilayah  Kuasa
Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya
Batubara di Bidang Pertambangan Umum;

6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
135.K/201/M.PE/ 1996 tentang Pembuktian
Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa
Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak Karya
Batubara; dan

7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan
Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka
Penanaman Modal Asing,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



